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ABSTRAK

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap akhir dalam
sistem peradilan pidana yang menentukan terwujudnya kepastian hukum.
Dalam hukum acara pidana, pelaksanaan putusan hanya dapat dilakukan
berdasarkan perintah yang secara tegas tercantum dalam amar putusan
hakim. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang
tidak memberikan kejelasan mengenai status objek yang berkaitan dengan
perkara pidana. Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 2115 K/Pid.Sus-LH/2017, yang merupakan pemeriksaan
kasasi atas perkara tindak pidana pertambangan yang sebelumnya diputus
bebas oleh Pengadilan Negeri Mojokerto. Putusan tersebut tidak memuat
penetapan mengenai status tanah urug yang sebelumnya berkaitan dengan
perkara, namun dalam praktik jaksa tetap melakukan tindakan eksekutorial
terhadap objek tersebut. Ketiadaan perintah eksplisit dalam amar putusan
mengenai tanah urug menimbulkan persoalan yuridis terkait batas
kewenangan jaksa dalam tahap eksekutorial. Oleh karena itu, penelitian ini
merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana putusan hakim dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2115 K/Pid.Sus-LH/2017 tentang tanah
urug; dan (2) bagaimana tinjauan yuridis tentang eksekutorial tanah urug
dalam putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum
primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 2115 K/Pid.Sus-LH/2017 dan
Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Mjk.
Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum acara pidana dan doktrin
pelaksanaan putusan pidana. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan
penalaran deduktif menggunakan teori pelaksanaan putusan pidana sebagai
pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan!bahwa Mahkamah Agung telah tepat
menguatkan putusan bebas judex facti karena tidak terdapat kesalahan
penerapan hukum. Namun demikian, amar putusan yang berkekuatan
hukum tetap tidak memuat penetapan mengenai status tanah urug.
Kekosongan amar tersebut menyebabkan tidak adanya dasar eksekutorial
bagi jaksa untuk melakukan tindakan terhadap tanah urug. Tindakan
eksekutorial yang dilakukan tanpa perintah amar berpotensi bertentangan
dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan
pidana.

Penelitian ini menyarankan agar hakim secara tegas mencantumkan
penetapan status seluruh benda sitaan atau objek yang berkaitan dengan
perkara dalam amar putusan, khususnya dalam perkara yang berakhir
dengan putusan bebas, guna memberikan dasar hukum yang jelas bagi jaksa
dan mencegah terjadinya pelampauan kewenangan dalam tahap
eksekutorial.
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